
NOMOR:

LEMBAIL{N DAERAH
KABUPATEN MA}ALENGKA

TAHUN: SERI:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NoI.lOR : 30 TAHUN 2000

IENTANG

ANGGARAH PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAEL
KABUPATEN II{AJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2OS1

DENGAN RAHMAT TUHAN YA}IG i'iAIIA ESA
BUPATI MAJALENGKA

tr'lenimbang

bahwa Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah
Habupaten F,'{ajalengka Tahun Anggaran 2001 per iu
rIi tetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan
Fe,sai 86 ayat ( 1) Lrndang-undang Nomor 22 Tahun
f aioo
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Meng i ngat

Ketetapan Majelis
Republ ik Indonesia
Sumber Hukum dan
Pe rundang-undangan

Permusyawaratan Rakyat
Nomor IIIIMPR/2000 tentang

Tata Uruian Peraturan
,

Ketetapan Maje I is Permusyawaratan Rakyat
Republ ik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang
Rekomendas i Heh i j akan da 1 am Penye i enggaraan
Otonr:mi Daerah;

Undang-undang Nomor 1+ ?ahun i 950 tentang
Pemer intahan Daerah Fiabupaieri dalam Lingkungan
ia"w-a Earat (Berita Negara Republ ik Indonesia
Tahun 1a5{i) ;

Undang-undarig Noincr L? Tahun i 985 tentang
Fajak Buni dan Bangunan {Lembaran Negar=a Tahun
1985 i\iomor 58, Tambahan Lembaran lriegara Nomi:r
3312) sebagaimana ieiah diubah..dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 {Lembaran- Negar-a
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran iregara
h'omor 3555 ) ;

Undang-undang iiomor. iB Tahr.in 1997 tentang
Fajak Daeiah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 199? Nomor 4i, Tambahan Lembaran
lre gala Nomi;r 3685 ) ;

Ljndang-undiing . . . . . . . .3
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Undang-undan.g Nomor 2t Tahun 1997 t ent ang Bea
Pero I ehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
{Lembaran Negara Tahun 7997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 368B), sebagaimana telah
cliubah dengan Undang-undang Nomor 2A Tahun
?000 tentang Perubahan atas tJndang-undang
Nomor 21 Tahun 199? tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah rlan Bangunarr (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 1 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3se6 ) ;

Unrlang-unrlang Nornor 22 Tahun 1999 tentang
Pemer intahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun
1 S99 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839) ;

tindang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Ferimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 oTahun 1975
tentang Pengurusan, pertanggungjawaba+ dan
Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1975 Nomor 5 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975
tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
clan Beianja Daerah, Peiaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhi- tungan
Anggaran Pendapatan dan Belanjla Daerah
{Lembaran Negara Tahun 19?5 Ncmor 5) ;

Peraturan ......4
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Peraturan Femerintah Nomor 19 Tahun 1997
tentang Fajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
s5e2) ;

Peraturan Pemer intah Nomor 20 Tahun 1997
tentang Retrihusi Daerah (Lembaran l'iegara
Tahun 199,'? Ncmor 55, Tambahan Lembaran Negara
A."n 

^ 
\ -Jr)a! I a

Peraturan Pemer int ah Nomo r 2 1 Tahun I 997
ientang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
{ I-embaran Negara Tahun 199', Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara iiomor 3693 ) ;

Peraturan Pemer intah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kervenangan
Propins i sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nonor 3952) ; r

Peraturan Femer int ah Nomor t04 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan i Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomo r ?A1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 402i ) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Penge lo laan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tbhun 2000
Nomor 2OZ) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Penge io 1 aan dan Fert&nggungjawabarr
Keuangan da I am Pe i akSanaan Dekonsent ras i tian
Tugas Pembantuan (Lembaran. Negara Tahun 2000
Nomi::r 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4023 ) ;

Per:aturan Pemer intah Nomor 107 Tahun 2000
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 204, Tambahan Lemhar an Negara Nomor
41'\a-4 \+tr;T 1, t

Peraturan Pemer intah Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tate, Cara Per-tanggungjawaban Kepala
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209,
Tambahan Lembaran }Jegara Nomor 4O27) ;

Peraturan Pemer intah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Waki l Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran*NeBara Nomor
a028) ;

Peraiuran Pemerintah Nomor 1 10 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwaki lan
Rakyat Daerah (Lembaqan Negara Tahun 2000
Nomor 2ll, Tambahan Lembaran Negara Nomrrr
+uiY i .
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Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUFATEN MAJALENGKA

M E h{ U T U.S K A N

Menetapkan :

PERATURAN ]]AERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN I

MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasa I 1

Anggaran " Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2001 sejumlah Rp. Z4'/.A31 .979.000,00
terdiri dari: '

a. PENDAPATAN
- Pendapatan . Rp . 247.031. B?9.000,00

4

b. Be I anja
- Rutin Rp. 190.043.067.000,00

Pembangunan Rp. 56. 988 . I 1 2. 000 ,00
' Rp" 247.031.879.000,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan perhitungan terdirl dari :a. Pendapatan Rp. 7. 305 . S24.000,00
b. Belanja Rutin Rp. i.S05.S24.000,00
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Pasai 3

( 1 i Ringkasan Anggaran Fendapatan dan Belanja
Daerah t*r"*5it dalam paial 1 ' sebagaimana

Lampiran I Peiaiurarr Daerah i*i'

t 2) Pergeser&n Pasal-pasai Anggaran yang

diperkenankan sesu&i dengan Peraturan i'ang

ber 1aku, sebagaimana Lampiran i i Peraturan
Daerah ini ' ?

( 3 ) Rincian lebih lanjut ayat ( 1 ) Pasal ini 
'

sebagal*.,'i-iu*pi ran- t*mpi t*t' Peraturan daeraft

ini :

i

:

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhittngan -1ll::
Fasal 2, sebagaimana Lamprran VI dan VII Peraturafl
Daerah ini.

Pasai 5

Lampiran-lampiran tersebut *113* :i:::-: dan Fasal'

4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturar Daerah ini ' I

a. LamPirarr III :

b. LamPiran IV :

c. Lampiran V :

PendaPatan ;

BelanjaRutin; ..i
Belanja Pembangunan'

Pasal 5
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pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggald i undangkan .

Agar s_ej ian orang ' dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturan Daerah inidengan penempatanny:a dallm Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggai : 23 Desember 2000

Diundangkan di
Pada Tangga I 26

BUPATI MAJALENGKA

cap t td.

Maj a I engka
Desember 2000

SEKRETARI S

,1

DAERAH
KABUPAT ATENGKA

Muda
07

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2OOO

r

LEMBARAN DAERAH
NO]IIOR 31 SERi D.

Fenb
Y

i lra Ut anrra
010 054 1


